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Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefenisikan sebagai
“perihal atau cara meladeni dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan
jual beli barang atau jasa”.1
Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (dalam Ratminto dan
Atik Septi Winarsih, 2005) “pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat
mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan
menggunakan peralatan”. Sedangkan defenisi pelayanan lebih rinci diberikan oleh
Gronroos “suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata
(tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan
yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”2
Selain itu, Moenir dalam buku Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia
mendefenisiskan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui system prosedur dan
dengan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain
sesuai dengan haknya.3
Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
merupakan suatu bentuk sistem, prosedur, atau metode tertentu yang diberikan
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),h.505
2 Raminto dan Atik Septi Winarsih, Manajamen Pelayanan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,
2005),h.2
3 Moenir, A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (PT.Bumi Aksara: 2006).h.27
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kepada orang lain dalam hal ini pelanggan agar kebutuhan pelanggan tersebut
dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka .
B. Karakteristik Pelayanan
Beberapa karakteristik pelayanan antara lain intangibility (tidak berwujud)
yaitu tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium, sebelum ada transaksi,
pembeli tidak mengetahui dengan pasti atau dengan baik hasil pelayanan (service
outcome) sebelum pelayanan dikonsumsi. Karakteristik berikutnya yaitu
inseparability (tidak dapat dipisahkan) yaitu dijual lalu diproduksi dan
dikonsumsi secara bersamaan karena tidak dapat dipisahkan, karena itu konsumen
ikut berpartisipasi menghasilkan jasa layanan, dengan adanya kehadiran
konsumen pemberi layanan berhati-hati terhadap interaksi yang terjadi antara
penyedia dan pembeli. Variability (berubah-ubah dan bervariasi), yaitu jasa
beragam, selalu mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung
pada siapa yang menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan.
Karakteristik lain yaitu perishability (cepat hilang, tidak tahan lama) yaitu jasa
tidak dapat disimpan dan permintaannya berfluktuasi, daya tahan suatu jasa
layanan bergantung pada situasi yang diciptakan oleh beberapa faktor. 4
C. Dimensi Pelayanan
Pelayanan prima adalah pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan
pelanggan dan memberikan layanan melampaui dari yang dharapkan pelanggan.
Menurut Parasurahman beberapa dimensi layanan yang harus dipenuhi dalam
pelayanan prima antara lain:
4 Paimin Napitulu, Pelayanan Publik & Customer Satisfaction (Bandung: PT.Alumni, 2007).h.164
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a) Tangible yaitu sesuatu yang mudah dilihat dan diukur.
b) Emphaty yaitu kemudahan dalam berhubungan komunikasi, perhatian pribadi
dan memenuhi kebutuhan pelanggan, misalnya mengucapkan salam dan
ucapan terima kasih.
c) Responsivenes yaitu keinginan untuk membantu dan memberikan layanan
secara tanggap.
d) Realibility adalah kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan
segera, akurat dan memuaskan.
e) Assurance adalah pengaturan kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat
dipercaya pelanggan5
D. Pelayanan Publik
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
pada aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam konteks
keindonesiaan, penggunaan istilah pelayanan publik ( public service ) dianggap
memiliki kesamaan arti dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat.
Oleh karena itu istilah tersebut dinggap tidak memiliki perbedaan mendasar.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5 Tjipto F, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, (Yogyakarta: Andi  Offset, 1997).h. 14
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bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.6
Konsep pelayanan publik diturunkan dari makna public service yang
berarti “berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan
barang atau jasa”. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Meneg
PAN ) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik
yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah telah
dikemukakan terlebih dahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah
pelayanan kepada masyarakat. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan professional.7
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang
pelayanan publik dijelaskan maksud da tujuan pelayanan publik yaitu Pelayanan
Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara
masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan Undang-Undang
tentang Pelayanan Publik adalah:
1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab,
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan public.
6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1)
7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
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2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.8
Sedangkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009




4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu; dan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.9
Dalam setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 3
9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4
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Standar palayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima layanan. Menurut
keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan sekurang-
kurangnya meliputi:
1. Prosedur pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan
2. Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai
dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan
3. Biaya pelayanan, biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan
dalam proses pemberian pelayanan
4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan
5. Sarana dan Prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dan
dibutuhkan10
Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, beberapa Pemerintah
Daerah telah melakukan inovasi yang dikenal dengan best practices. Kriteria Best
Practices menurut United Nations (dalam Komarudin, 2007) adalah:
1. Dampak (impact), yaitu dampak positif, dapat dilihat (tangible) dalam
meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.
10 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003
tentang Pedoman Umum  Penyelenggaraan Pelayanan Publik
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2. Kemitraan (partnership), yaitu kemitraan aktor-aktor yang terlibat.
3. Keberlanjutan (sustainability), yaitu membawa perubahan (institusi, legislasi,
sosial, ekonomi;. efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas).
4. Kepemimpinan (leadership) dan pemberdayaan masyarakat (community
empowerment), yaitu transfer (transferability) dan replikasi, tepat bagi
kebutuhan lokal.
5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial (gender equality and social
inclusion), yaitu kesetaraan dan keadilan gender.
6. Inovasi (innovation), innovation within local context and transferability, yaitu
bagaimana pihak lain memperoleh manfaat dan inisiatif, alih pengetahuan dan
keahlian.
Sementara itu hal-hal yang menjadi parameter dari Best Practices
pemerintah daerah adalah:
1. Situasi sebelum program/inisiatif dimulai.
2. Apa motivasi dibalik pelaksanaan program tersebut.
3. Apa yang dianggap inovasi dari program tersebut.
4. Bagaimana pengukuran hasil-hasil yang telah dicapai (dampak).
5. Keberlanjutan (sustainability).
6. Pengalaman yang perlu dipelajari (lesson-learned) dan action plan, dan
7. Potensi pengembangan atau penerapan program untuk daerah lain
(transferability).11
11 Komarudin, Kriteria Best Practice, (Bandung: PT.Alumni,, 2007).h.20
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Pelayanan listrik adalah adanya pemenuhan kebutuhan oleh pelanggan
listrik (masyarakat) yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah
PT.PLN (PERSERO). Bagi pelanggan yang dimaksud dengan layanan kepada
pelanggan terdiri dari dua aspek yaitu:
1. Pelayanan teknik: misalnya kecepatan penyambungan, mutu tegangan,
frekuensi, kontinuitas pasokan dan kecepatan dalam pemulihan gangguan dan
seterusnya
2. Pelayanan non teknik: mulai dari penerimaan loket, penyelenggaraan
administrasi tata usaha pelanggan, perhitungan rekening, fasilitas pembayaran
rekening, pelayanan informasi dan lain sebagainya12
Sementara itu dalam memberikan pelayanan prima dapat diukur melalui
tiga indicator yaitu:
1. Kualitas Pelayanan
Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesa (1989) merupakan
tingkat baik buruknya sesuatu. Disamping itu kualitas merupakan ukuran seberapa
jauh suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang
telah ditetapkan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan
adalah perihal atau cara melayani, servis atau jasa. Pelayanan juga dapat diartikan
sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain
(konsumen, pelanggan, tamu, klien,pasien, penumpang, dan lain-lain) yang
tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun
dilayani.




Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam Ratminto (2005)
Reliabilitas atau keandalan, merupakan kemampuan organisasi atau provider
untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. PT. PLN
Rayon Panam harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan
terhadap pelanggan. Oleh karena itu PT. PLN Rayon Panam harus mengutamakan
pengetahuan dan ketrampilan tertentu agar dapat menunjang program layanan
yang berada pada PT PLN Rayon Panam tersebut.
3. Responsivitas Organisasi
Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam Ratminto (2005)
Responsivitas atau daya tanggap merupakan kerelaan untuk menolong pelanggan
dalam menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Dalam hubungannya dengan
masyarakat tentunya banyak keinginan maupun tanggapan masyarakat
(pelanggan) terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu PT. PLN Rayon
Panam harus peka terhadap keinginan-keinginan tersebut dan dijadikan masukan
supaya pelayanan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat
(pelanggan). Kepuasan masyarakat pengguna jasa merupakan salah satu tolok
ukur untuk mengetahui baik buruknya kinerja organisasi tersebut.13
E. Ketenagalistrikan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Energi listrik merupakan sarana produksi maupun sarana kehidupan
sehari-hari yang memegang peranan penting dalam upaya mencapai sasaran
13 Raminto dan Atik Septi Winarsih, Manajamen Pelayanan,( Yogyakarta:Pustaka Pelajar,
2005).h.2
37
pembangunan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang
dimaksud dengan ketenagalistrikan yaitu:
1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan
pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,
ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi
tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau
isyarat.
3. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi
pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada
konsumen.
4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan
ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik
antarsistem.
6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi
atau dari pembangkitan ke konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari
pemegang izin usahapenyediaan tenaga listrik.14
F. Penyediaan Tenaga Listrik
Kebutuhan akan tenaga listrik terus meningkat dari waktu ke waktu,
sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di
14 Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1
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suatu daerah. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik tentunya harus
diantisipasi dengan menyediakan kelistrikan yang lebih memadai baik jumlah
maupun mutunya. Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2009 pasal 9 dan 10
dijelaskan
Pasal 9:
1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
Pasal 10:
1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) meliputi jenis usaha ;
a) pembangkitan tenaga listrik;
b) transmisi tenaga listrik;
c) distribusi tenaga listrik, dan/atau;
d) penjualan tenaga listrik;
2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu)
wilayah usaha.
4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku
untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya
meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
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5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan
oleh Pemerintah.15
Sementara itu Pasal 11 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 menjelaskan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum antara lain:
1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya
masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum.
3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada
badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai
penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau
koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut,
Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan
tenaga listrik.16
G. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kebutuhan Tenaga Listrik
Penggunaan tenaga listrik diperkirakan akan selalu meningkat setiap
tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh semakin berkembangnya kebutuhan
15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 9dan 10
16 Ibid.h.7
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masyarakat yang harus dipenuhi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap
tingkat kebutuhan tenaga listrik, seperti faktor ekonomi, kependudukan,
kewilayahan, dan lain-lain. Menurut  tingkat kebutuhan energi listrik dipengaruhi
oleh faktor-faktor berikut ini :
1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat kebutuhan tenaga listrik
adalah pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Secara umum,
PDRB dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu PDRB sektor komersial (bisnis),
sektor industri dan sektor publik. Kegiatan ekonomi yang dikategorikan sebagai
sektor komersial/bisnis adalah sektor listrik, gas dan air bersih, bangunan dan
konstruksi, perdagangan, serta transportasi dan komunikasi. Kegiatan ekonomi
yang termasuk sektor publik adalah jasa dan perbankan, termasuk lembaga
keuangan selain perbankan. Sektor Industri sendiri adalah mencakup kegiatan
industri migas dan manufaktur.
2. Faktor Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan
tenaga listrik selain faktor ekonomi. Sesuai dengan prinsip demografi,
pertumbuhan penduduk akan terus turun setiap tahunnya sampai pada suatu saat
akan berada pada kondisi yang stabil.
3. Faktor Perencanaan Pembangunan Daerah
Berjalannya pembangunan daerah akan sangat dipengaruhi oleh tingkat
perekonomian daerah itu sendiri. Dalam hal ini baik langsung maupun tidak
langsung, faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kebutuhan energi listrik
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seiring dengan berjalannya pembangunan. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana
pemerintahan di tingkat daerah akan mengambil peran penting dalam perencanaan
pengembangan wilayah. Hal itu berbentuk kebijakan yang tertuang dalam
berbagai produk peraturan daerah. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan
tentang tata guna lahan, pengembangan industri, kewilayahan, pemukiman dan
faktor geografis.
4. Faktor Lain-lain
Selain 3 faktor di atas, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi
tingkat kebutuhan energi listrik di antaranya luas bangunan konsumen, tingkat
pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan lain-lain. Namun beberapa faktor tersebut
hanya berpengaruh dalam kajian spesifik masing-masing sektor tarif dan bukan
dalam skala makro.17
17 Nur Rizka Ayuningsih, Kualitas Layanan PT.PLN (PERSERO) di Wilayah Makasar Timur,
(Universitas Hasanuddin Makassar, 2012).h.39
